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RINGKASAN
EKSEKUTIF

Buku Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian periode 2025-2030 ini
disusun untuk memberikan informasi mengenai visi dan arah pengembangan pergadaian
dalam lima tahun ke depan. Kolaborasi OJK dan seluruh stakeholders dalam mendorong
pengembangan dan penguatan industri pergadaian ini sangat penting demi terwujudnya
industri pergadaian Indonesia yang sehat, tangguh, adaptif, bermartabat, inklusif, dan adil,
sehingga berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam lima tahun
terakhir, kondisi keuangan dan ekonomi global dan domestik mengalami berbagai dinamika
yang menuntut industri pergadaian untuk adaptif dan memiliki daya tahan terhadap
segala perubahan tersebut. Tekanan geopolitik, disrupsi supply-chain dunia, inflasi tinggi,
pengetatan kebijakan moneter, perubahan regulasi, dan dinamika tahun politik menjadi
tantangan bagi industri pergadaian Indonesia.

Kita menyadari bahwa kondisiindustri pergadaian saat ini baik di dunia maupun domestik
serta disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa perubahan struktural dan menjadi
peluang bagiindustri untuk lebih maju di masa depan. Untuk itu, Roadmap ini diharapkan
dapat memiliki peran kunci dalam membantu menentukan arah pengembangan dan
penguatan industri pergadaian dalam lima tahun ke depan.

Lima strategi kunci yang menjadi prioritas dari Roadmap ini yaitu:

1. Penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM;
Penguatan pengawasan, pengaturan dan perizinan;

Penguatan edukasi dan pelindungan konsumen;
Pengembangan dan penguatan elemen ekosistem; dan

AT

Penguatan pengembangan produk/jasa, pasar, dan infrastruktur.

Implementasi strategi tersebut akan dilakukan dalam tiga fase utama yang mencakup Fase
Pertama yaitu penguatan fondasi dan konsolidasi, Fase Kedua yaitu menciptakan momentum,
dan Fase Ketiga yaitu penyesuaian dan pertumbuhan. Penguatan kelembagaan Pergadaian
pada aspek permodalan, tata kelola, manajemen risiko dan SDM pergadaian diharapkan dapat
mendukung keberlangsungan usaha pergadaian di masa mendatang dan meningkatkan
inklusi masyarakat mengenai pergadaian. Pada akhir periode Roadmap ini diharapkan
terdapat peningkatan porsi pinjaman gadai terhadap total penyaluran yang mencerminkan
perluasan akses layanan gadai untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
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PENDAHULUAN

Pergadaian adalah suatu lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan
kepada masyarakat baik secara konvensional maupun dengan sistem syariah. Kegiatan
utama usaha pergadaian dilakukan melalui pemberian pinjaman berdasarkan hukum
gadai di mana barang jaminan disimpan oleh perusahaan gadai hingga pinjaman dilunasi
oleh nasabah.

Industri pergadaian memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam hal
inklusi keuangan. Pergadaian menjembatani kebutuhan keuangan masyarakat yang belum
dapat terlayani oleh sektor perbankan seperti UMKM dan masyarakat berpenghasilan
rendah. Selain itu, pergadaian juga berperan dalam mendorong literasi keuangan dan
memberikan alternatif pembiayaan yang cepat, aman, dan legal. Dengan keberadaan
pergadaian, masyarakat memiliki akses terhadap dana segera tanpa harus menjual aset
berharga mereka.

Industri pergadaian memiliki kontribusi strategis terhadap pencapaian tujuan pembangunan
nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Asta Cita (delapan agenda
prioritas pembangunan). Pergadaian berperan dalam membangun sistem keuangan
yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung agenda peningkatan akses keuangan dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mendukung UMKM dan masyarakat
berpenghasilan rendah.

Industri pergadaian memiliki potensi yang besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan
usaha bulion di Indonesia. Kegiatan usaha bulion sesuai dengan POJK 17/2024 mengenai
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion adalah kegiatan terkait emas yang dilakukan
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oleh lembaga jasa keuangan (LJK), yang terdiri dari simpanan emas, pembiayaan emas,
perdagangan emas dan penitipan emas serta kegiatan lainnya berdasarkan persetujuan
OJK. Perusahaan pergadaian adalah LJK yang telah lama menyediakan layanan gadai
dan penitipan emas kepada masyarakat Indonesia dan memiliki pengetahuan yang baik
terhadap karakteristik emas. Dengan demikian pergadaian telah memiliki keunggulan
tersendiri dalam menyediakan layanan keuangan yang terkait dengan emas. Minat
masyarakat yang terus meningkat terhadap investasi emas serta tingginya kebutuhan
industri perhiasan terhadap bahan baku emas dapat menjadi peluang bisnis yang
menjanjikan bagi industri pergadaian. Peluang tersebut sekaligus memberikan peran
strategis bagi industri pergadaian dalam mendukung peningkatan nilai tambah emas
bagi perekonomian nasional. Untuk itu, industri pergadaian perlu terus meningkatkan
kapasitasnya, termasuk permodalan, tata kelola, manajemen risiko dan SDM sehingga
memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam POJK 17/2024. Saat ini pemerintah
sedang mempersiapkan roadmap kegiatan usaha bulion yang diharapkan dapat
memberikan arah pengembangan dan penguatan kegiatan usaha bulion tersebut.

Pergadaian juga berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah nasional melalui
produk-produk berbasis prinsip syariah, seperti Rahn (gadai syariah). Produk ini dirancang
sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi, tanpa unsur riba, sehingga sesuai dengan
kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang sesuai syariat Islam.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat atas ekonomi syariah, pergadaian
syariah menjadi instrumen penting dalam memperluas akses keuangan syariah dan
mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.
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A. Market Share Pergadaian dan Kontribusi terhadap

Perekonomian Nasional

Di tengah lanskap industri PVML Indonesia yang semakin kompetitif,
industri pergadaian di tahun 2024 mencatat pangsa pasar sebesar
10,22% dari total aset industri PVML. Adapun, kontribusi pergadaian pada
perekonomian nasional tercermin dari rasio pembiayaan yang mencapai
0,40% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun proporsinya belum
terlalu besar, capaian tersebut menunjukkan bahwa industri pergadaian
memiliki segmen pasar yang masih relatif stabil.

Porsi ini mencerminkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap
pergadaian sebagai solusi keuangan yang cepat, mudah, dan aman. Bagi
banyak orang, pergadaian menjadi garda terdepan dan solusi andalan saat
membutuhkan likuiditas mendesak.

— 8 9’ 78%

Total PVML
(Non Pergadaian)

10,22%

Pergadaian

Sumber: OJK, 2024




B. Pertumbuhan Pembiayaan Industri Pergadaian
Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2021, industri pergadaian
Indonesia menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang signifikan dalam
beberapatahunterakhir. Per Desember 2024, industri pergadaian telah menyalurkan
pinjaman usaha mencapai Rp88,05 triliun, mencerminkan pertumbuhan sebesar

26,90% YoY dibanding tahun sebelumnya.

dalam Triliun Rupiah
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Kinerja Industri Pergadaian
Profitabilitas industri pergadaian menunjukkan tren yang meningkat selepas 2021.
Tingkat efisiensi industri pergadaian turut menunjukkan perbaikan dari tahun-ke-tahun.

20% 100%

A 84 11,51%

N i i 7 | |

0% 2,904 60%
2020 2021 2022 2023 2024

16,36%

13,31%
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Beban Operasional terhadap
e Return on Assets Return on Equity Pendapatan Operasional
0,56% | 3,05% |-2,35%
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meningkat YoY meningkat YoY menurun YoY

Sumber: OJK, 2024

Jumlah Pelaku Usaha Industri Pergadaian

Industri pergadaian Indonesia tumbuh pesat antara 2020-2024, dengan kenaikan
jumlah pelaku usaha dari 94 menjadi 186 entitas. Lonjakan ini mencerminkan
meningkatnya minat dan peran sektor swasta pasca-pandemi serta penerapan
regulasi baru.

200 186

150
123 122
100 94
50

.............................

16,67% )) 1 PT Pegadaian

meningkat dari 2023 Perusahaan
1 8 5 Pergadaian Lainnya

Sumber: OJK, 2024
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A. Pemberlakuan UU P2SK

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (P2SK) menetapkan bahwa pergadaian termasuk dalam Usaha
Jasa Pembiayaan (UJP). Pengaturan lebih lanjut akan dituangkan melalui POJK,
meliputi izin usaha, pembukaan kantor cabang, tingkat kesehatan perusahaan, tata
kelola, dan manajemen risiko. UU ini juga mewajibkan setiap penyelenggara UJP,
termasuk pergadaian, memperoleh izin usaha dari OJK paling lambat tiga tahun
sejak diundangkan, sebagai upaya penertiban dan standarisasi industri.

PEMBERLAKUAN UU P2SK

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan

POIN UTAMA

UU P2SK menegaskan bahwa Pergadaian termasuk dalam
Usaha Jasa Pembiayaan (UJP)

OJK berwenang mengatur lebih

lanjut melalui ketentuan penting

Izin Usaha a Pengaturan POJK mencakup:
Semua UJP, termasuk pergadaian - Persyaratan & Prosedur Izin Usaha
wajib memiliki izin usaha - Pembukaan Kantor Cabang

- Persyaratan Tingkat Kesehatan Perusahaan
- Good Corporate Governance (GCG)

B Batas Waktu
Seluruh penyelenggara UJP wajib memperoleh izin usaha maksimal
3 tahun sejak UU diundangkan (2026)
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Sanksi Pidana Gadai llegal
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan mewajibkan setiap
penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan,
termasuk pergadaian, untuk memiliki izin
usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, paling
lambat tiga tahun sejak undang-undang
ini diundangkan. Bagi pihak yang tetap
menjalankan usaha pergadaian tanpa izin,
kegiatan tersebut dinyatakan ilegal dan
dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan
ini merupakan langkah penertiban dan standarisasi industri, agar masyarakat
terlindungi dari praktik usaha tanpa pengawasan, sekaligus memastikan bahwa
seluruh lembaga pergadaian beroperasi sesuai aturan dan tata kelola yang baik.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Usaha Jasa Pembiayaan (UJP)

UJP berperan menyediakan layanan pembiayaan bagi masyarakat, dengan
berbagai bentuk dan mekanisme. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ditegaskan bahwa
pergadaian termasuk dalam
salah satu jenis penyelenggara
Usaha Jasa Pembiayaan. Artinya,
setiap lembaga pergadaian, baik
milik negara maupun swasta, kini
berada dalam kerangka hukum dan
pengawasan yang lebih jelas. Hal
ini bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum, meningkatkan
kepercayaan masyarakat, serta
mendorong tata kelola yang lebih
sehat dan profesional di industri
pergadaian.
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Amanat Penyusunan POJK

OJK diberi amanat untuk menerbitkan pengaturan
lebih lanjut mengenai pergadaian akan dituangkan
dalam Peraturan OJK (POJK). Ketentuan tersebut
mencakup antara lain persyaratan dan prosedur
izin usaha, pembukaan kantor cabang, persyaratan
tingkat kesehatan perusahaan, penerapan good
corporate governance (tata kelola perusahaan yang
baik), dan manajemen risiko.

Pelindungan hukum untuk benda jaminan
Pergadaian tidak dapat dipidana sebagai penadah
selama telah melaksanakan proses Customer Due
Diligence (CDD) sesuai ketentuan perundang-
undangan. Proses CDD ini mencakup identifikasi
dan verifikasi identitas nasabah, serta memastikan
bahwa barang jaminan yang digadaikan bukan hasil
kejahatan. Dengan demikian, pergadaian memiliki
kepastian hukum dalam menjalankan operasinya,
sepanjang mematuhi standar kepatuhan dan
pencegahan kejahatan keuangan yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan _




B. Popularitas Industri Pergadaian

Industri pergadaian telah dikenal luas dan
dipercaya sejak lama oleh masyarakat.
Dengan prosedur yang sederhana, cepat,
dan mudah dijangkau, pergadaian menjadi
alternatif pembiayaan yang inklusif serta
dekat dengan kebutuhan masyarakat

yang membutuhkan dana tunai secara
cepat. Dengan karakteristik layanan yang
sederhana tersebut, pergadaian mampu
menghadirkan rasa aman dan kenyamanan
bagi nasabah, tanpa membebani dengan
persyaratan dan formalitas yang kompleks.

Proses pergadaian cepat dan mudah,
cukup dengan menjaminkan barang
bergerak seperti emas atau elektronik
untuk memperoleh dana tunai.

UMKM kerap membutuhkan modal
cepat untuk mendukung operasional,
pengadaan stok barang, maupun
keperluan mendesak lainnya.

Dibutuhkan Masyarakat Terutama UMKM

Pergadaian memberikan akses pembiayaan bagi sebagian kelompok masyarakat,
seperti pekerja sektor informal dan pelaku UMKM, yang belum terlayani oleh lembaga
keuangan fomal lain.

‘ Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030



Inklusif karena menggunakan mekanisme pinjaman berbasis agunan berupa
barang bergerak sebagai jaminan, seperti barang elektronik, perhiasan emas, dan
sepeda motor yang umum dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini membuat
layanan pergadaian dapat diakses oleh kelompok masyarakat sektor informal dan
pelaku UMKM yang seringkali tidak memiliki kolateral memadai untuk memenuhi
persyaratan lembaga keuangan formal lain.

Data BPS (2023) menunjukkan bahwa sekitar 59% tenaga kerja Indonesia berada
di sektor informal. Sebagian besar dari tenaga kerja tersebut belum terlayani
oleh lembaga keuangan formal lain. Oleh karena itu, pergadaian hadir sebagai
solusi praktis dengan proses sederhana, cepat, dan biaya relatif terjangkau.
Pergadaian hadir sebagai solusi praktis dengan proses sederhana, cepat, dan
biaya relatif terjangkau.

59,11%

Pekerja Informal

.-

40,89%

Pekerja Formal

Pinjaman dengan
agunan sederhana
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C. Rezim Perizinan Industri Pergadaian

Di Indonesia, pergadaian telah hadir selama lebih dari dua abad dan menjadi
bagian dari solusi keuangan yang melekat dalam budaya masyarakat.

Didirikan Pegadaian Negara
pertama di Sukabumi (Jawa Barat
pada tanggal 1 April 1901)

1901

Bentuk badan hukum
berubah dari
“"JAWATAN" ke “PN
(Perusahaan Negara)”

1961

=)
1905

VOC mendirikan Bank Van Pegadaian berbentuk lembaga

Leening sebagai lembaga resmi “JAWATAN”
keuangan yang memberikan

kredit dengan sistem gadai

1800-1811 1811

® > e »

Pemerintah Belanda telah mengatur Pemerintah Inggris menghapus
usaha gadai melalui sistem pacht, sistem pacht, termasuk di bidang
yaitu penyewaan hak usaha gadai pergadaian

kepada pihak swasta.
Sistem ini dikenal eksploitatif Pemerintah Inggris membebaskan
karena pachter bebas menentukan swasta (perorangan) untuk
bunga tinggi membuka usaha gadai

Pegadaian
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Keberadaan kantor-kantor pergadaian yang tersebar hingga ke wilayah pedesaan
memperkuat citra bahwa layanan ini dapat diandalkan dan mudah dijangkau.

Status Badan Hukum berubah
dari “PERSERO” menjadi
"PERUSAHAAN TERBATAS”

Bentuk badan hukum
2021

berubah dari “PERJAN”
ke “PERUM”

1990

888
=]

EiRish

2012
Bentuk badan hukum

berubah dari “PERUM"
ke “PERSERO”

Bentuk badan hukum
berubah dari "PN" ke
"PERJAN"

1816
Perusahaan gadai swasta mulai

Pemerintah Belanda

menghidupkan kembali resmi diizinkan beroperasi di

sistem pacht, termasuk Indonesia dengan izin usaha dari
untuk usaha gadai OJK
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D. Sebaran Geografis Entitas Pergadaian di Indonesia
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